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Memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. 
[Tan Malaka] 
 
Bismillahirahmanirrahim. Kutipan diatas selalu jadi penyemangat penulis 
dalam hidup dan menyelesaikan skripsi ini. Pengantar skripsi ini dimulai 
dengan kutipan diatas, meski skripsi adalah tugas akhir tapi semoga skripsi 
ini menjadi pengantar agar kita selalu menjadi pembelajar dan “mendidik 
diri”. Skripsi ini berangkat dari fenomena, berangkat dari rasa ingin tahu 
penulis mengenai gejala politik pemerintahan lokal, ucapan Tan Malaka 
seakan memberi semangat bagi penulis untuk menelaah lebih dalam 
mengenai fenomena atau “kasus” yang terjadi.   
Skripsi sederhana ini alhamdulillah dapat selesai. Penulisan skripsi ini 
memiliki berbagai kendala dan tidak berjalan sesuai dengan harapan. 
Proposal yang penulis ajukan saat ujian terlalu mengarah ke antropologi 
politik katanya, tetapi saat difokuskan ke ilmu pemerintahan entah kenapa 
lebih mengarah ke administrasi publik. Pertentangan ke-3 ilmu antara 
pemerintahan, politik, dan administrasi dalam proposal yang penulis ajukan 
awalnya mencoba mengetengahi hal ini dengan mengurai keterkaitan antara 
politik-pemerintahan dalam hal mendapatkan, memelihara dan menjalankan 
kuasa, tapi nyatanya saat ujian proposal “diarahkan” ke birokrasi 
pemerintahan (administrasi publik) yang kurang penulis minati.  
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Pengubahan proposal ini menjadikan penulis sedikit kebingungan 
berkaitan dengan teori sosial-politik yang digunakan, karena dalam kuliah 
selama 4 tahun sangat jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan teori 
sosial-politik terutama Bordieu. Mengenal Pierre Bordieu hanya di suatu 
diskusi tentang kekerasan symbolik, sedikit kecewa karena niatan awal 
dalam proposal yang tidak sesuai dengan harapan, namun  alhamdulillah 
skripsi ini dapat rampung. 
Penyelesaian skripsi ini juga atas bantuan berbagai pihak, terimakasih 
untuk Informan utama Keluarga-keluarga Masdar Pasmar, meski awalnya 
judul skripsi ini banyak dikritik dan terlalu “sensitif”, Penelitian ini juga 
menguji mental dan melatih kesabaran penulis, penulisan skripsi ini tidak 
memiliki maksud apapun melainkan hanya berupaya untuk menggambarkan 
mengenai fenomena politik lokal yang terjadi.  
Untuk Kedua orangtua, Ayahanda Hariming dan ibunda Djunaedah 
Hasan kata terimakasih mungkin tak cukup untuk mendefinisi segenap hal 
yang engkau berikan pada hidup anakmu ini.Kepada kakak yang telah 
menginspirasi dan memberi dorongan baik moral maupun materiil, untuk 
Harjunain, Harfan, dan Harmaudadi, juga untuk tante Nur dan tante Surah. 
Terimakasih untuk dosen pembimbing Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si dan 
Rahmatullah, S.IP, M.Si atas bimbingannya selama penelitian skripsi ini. 
Penulis juga ingin mengucap terimakasih untuk mereka yang telah memberi 
maslahat dalam proses penulis sebagai pembelajar.  
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INTISARI 
HARMAN ALIF E12112270, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan 
Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi dengan judul : “ANALISIS 
PERAN KELUARGA MASDAR PASMAR DALAM BIROKRASI 
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”, dibawah 
bimbingan Juanda Nawawi sebagai pembimbing I dan Rahmatullah sebagai 
pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan keluarga Masdar 
Pasmar dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar dan 
bagaimana peranan yang didapatkan secara legal-formal dalam birokrasi 
pemerintahan dapat menjalankan dan memelihara kekuasaan.  
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif secara eksploratory. 
Lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. 
 
Hasil Penelitian menunjukkan peran atau peranan Keluarga Masdar 
Pasmar dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam 
aspek-aspek kuasa yang dimainkan. Visible power dapat dilhat dari peranan 
yang diperoleh berdasar pada status dan posisi dalam birokrasi 
pemerintahan dan terlembagakan secara legal-formal. Invisible power dapat 
diperhatikan dari internalisasi aparat birokrasi pemerintahan yang 
mengatakan biya-wiya keluarga ini memang cukup lama terlibat dalam 
birokrasi pemerintahan. Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan 
dalam modal-modal berupa modal ekonomi yang dapat dilihat dalam 
kepemilikan tambak, tanah, dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum 
(SPBU). Modal Sosial terjabarkan dalam jaringan keluarga besar, orang 
mandar menyebutnya dengan to marappang, dan jaringan keluarga ini 
memiliki posisi-posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan, jaringan partai 
politik Golkar dan organisasi sosial pramuka. Modal Kultural terjabarkan 
dalam disposisi (tendensi, kecenderungan) keterlibatan keluarga besar 
dalam politik pemerintahan berdasar sosio-historis. Kepemilikan modal-
modal ini kemudian bertransformasi menjadi modal symbolik yang berperan 
dalam meningkatkan prestise dari tiap anggota keluarga. Modal sosial 
(modal jaringan partai politik, organisasi sosial, dan jaringan keluarga) 
merupakan modal yang paling dominan untuk mempertahankan kekuasaan 
dan menguatkan peranan yang dimiliki oleh keluarga ini. Menguatnya 
peranan keluarga ini menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal 
Polewali Mandar menjadi birokrasi dengan corak patrimonial. 
 
(kata kunci : peranan, desentralisasi, birokrasi pemerintahan) 
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ABSTRACT 
HARMAN ALIF E12112270, Study Program of Governmental Science, 
Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Making 
thesis titled " ANALYSIS OF MASDAR PASMAR FAMILY ROLES IN 
GOVERNMENT BUREAUCRACY POLEWALI MANDAR REGENCY", under 
the guidance of Juanda Nawawi as first preceptor and Rahmatullah as 
second preceptor. 
 
      This study aimed to analyze the role of the Masdar Pasmar family in the 
Government Bureaucracy Polewali Mandar regency and how the role that 
they gained in Government bureaucracy can run and maintain powers. 
        
       This study uses exploratory qualitative research. The scope of the 
research conducted at the location of Polewali Mandar. 
        
        Results showed role of Masdar Pasmar family in the government 
bureaucracy can be seen and observed in aspects of power are they played. 
Visible power can be seen of the role that earned based on position in the 
government buraucracy and it‟s legal-formal institutionalized. Invisible power 
can be noticed from the internalization of local bureaucrats and politicians 
who say biya-wiya of the family is indeed quite a long involvement in the 
government bureaucracy. Factors causing the strengthening role,  form of 
economic capital that can be seen in the possession of the pond, the land, 
and the General Fuel Filling Stations (Gas Station). Social Capital span the 
networking  of a large family, mandar people call it to marappang, and the 
family had a network of strategic positions in the government bureaucracy, 
Golkar political party networks and social organizations scouts. Cultural 
capital span the 'hierarchy in the disposition (tendencies), a large family 
involvement in the political rule of the socio-historical. The third capitals are 
then transformed in to symbolic capital that play a role in increasing the 
prestige of each family member. Social capital (capital network of political 
parties, social organizations, and family networks) is the most dominant 
capital to maintain power and strengthen the role of which is owned by the 
family. The strengthening of the role of the family is making patterns in local 
government bureaucracy Polewali Mandar into patrimonial bureaucracy. 
 
(keyword : role, decentralitation, government buraucracy) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar belakang penelitian  
Penelitian ini memiliki fokus mengenai fenomena politik pemerintahan di 
Indonesia dikhususkan di Kabupaten Polewali Mandar. Desentralisasi politik  
yang tercermin dalam UU no 22 th 1999, menjadikan Keluarga Masdar 
Pasmar berpengaruh “kuat” dalam politik pemerintahan di lokal Polewali 
Mandar. Menguatnya pengaruh dan peranan ini dibuktikan di tiga pemilihan 
kepala daerah terakhir dan dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten 
Polewali Mandar.  
Kurun tiga pemilihan kepala daerah terakhir, Keluarga Masdar Pasmar 
memiliki peran yang kuat. Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah di 2004 dimenangkan oleh Andi Ali Baal Masdar, Pemilihan 
umum langsung kepala daerah (Pemilukada)  oleh rakyat pertama 2008 
kembali dimenangkan oleh Andi Ali Baal Masdar, pemilukada 2013 kembali 
dari Keluarga Masdar Pasmardengan aktor yang berbeda yakni Andi Ibrahim 
Masdar. Selain Pemilukada, di tingkat Pilgub maupun Pileg Keluarga Masdar 
Pasmarjuga memiliki keterlibatan.  
„‟Pada 2004, Ali baal MP – Yusuf Tuali terpilih sebagai 
bupati dan wakil bupati polewali mamasa periode 2004-
2008 setelah unggul meraih 22 suara. Jumlah itu 
mengungguli dua pasangan lainnya : Hasyim 
manggabarani – Syuaib Hannan yang meraih 14 suara 
dan Aladin Mengga – Mandawari Nusur yang meraih 4 
suara.‟‟ (Musaddad Aco, 2007 : 47)   
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Pemilukada 2008, Andi Ali Baal MP – Nadjamuddin Ibrahim (ABM – NA)  
terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar periode 2008 – 
2014, dengan perolehan suara 78.191 (41,87%) dari total suara sah 186.732 
mengungguli lima pasangan lainnya Periode ini ditandai dengan hadirnya 
dua Keluarga Masdar Pasmar dalam kontestasi politik, yakni Andi Ali Baal 
MP yang diusung oleh 13 partai, di antaranya PAN, PBB, PBR, Partai 
Pelopor, Partai Merdeka, PKPI, PDS, PKPB, dan partai-partai nonparlemen 
dan Andi Ibrahim MP merupakan ketua DPD II Golkar yang juga ikut dalam 
pemilihan ini. 1 
Pemilukada  2013, Andi Ibrahim Masdar kembali maju dalam kontestasi 
politik, berpasangan dengan Natsir Ibrahim (AIM-Benar). Pasangan ini 
berhasil terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar 
mengalahkan tujuh calon Bupati - Wakil Bupati lainnya. Pasangan AIM-Benar 
pada 8 Oktober 2013 lalu, keluar menjadi pemenang Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Polman dengan jumlah perolehan 77.521 suara atau 35,92 
% dari jumlah 215.791 surat suara, mengungguli tujuh pasangan calon 
lainnya
2
 
Penelitian ini difokuskan dalam birokrasi pemerintahan untuk melihat 
bagaimana peranan Keluarga Masdar dan pengaruh yang diberikan. 
Keluarga Masdar Pasmar di Polewali Mandar memiliki pengaruh yang cukup 
                                            
1
 Data diperoleh dari KPUD Polewali Mandar 
2
 Data diperoleh dari KPUD Polewali Mandar 
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besar, terutama dalam politik pemerintahan. Selain tiga  Pilkada terkahir, 
beberapa jabatan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di tingkat 
birokrasi dijabat oleh keluarga-keluarga Masdar Pasmar.  
―Max Weber considers patrimonialism as a form of government centered on 
family structures, particularly on the authority of fathers in families. It is a form 
of political domination in which authority rests on the personal and 
bureaucratic power exercised by a royal household, where that power is 
formally arbitrary and under the direct control of the ruler‖. ( fakhar bilal3, 
Mughal Dinasty And Patrimonial Bureaucracy). 
  
Mengenai birokrasi pemerintahan yang dilibatkan dalam ranah privat 
(keluarga) hal ini terkadang tidak sesuai dengan konsep birokrasi 
pemerintahan yang memiliki tujuan pelayanan dalam ranah publik. Selain 
tujuan birokrasi pemerintahan, hal lain yang perlu diperhatikan ialah 
pertentangan kultur dan struktur dalam birokrasi pemerintahan. Secara 
struktural, birokrasi di Indonesia menampakkan ciri-ciri sebagaimana 
layaknya birokrasi modern; namun secara kultural, birokrasi di Indonesia 
masih membawa semangat feodalisme dalam setiap aspek kegiatannya. 
Model birokrasi Indonesia, dilihat dari perspektif kultural, merupakan 
birokrasi yang di balik struktur modernnya masih membawa nilai-nilai budaya 
patrimonial ataupun paternalistik dari budaya masyarakat tradisional. 
Sebagai birokrasi yang lahir dari kandungan masyarakat tradisional, birokrasi 
Indonesia lebih mendekati pengertian Weber tentang pola dominasi pa-
trimonial terhadap tipikal masyarakal tradisional, yang ditandai dengan 
                                            
3
 Fakhar bilal merupakan tenaga pengajar di University Islamabad. 
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kuatnya hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan ikatan emosi. (Agus 
Suryono, 2011)  
Para pengamat yang meyakini bahwa netralitas adalah sebuah khayalan, 
berargumen bahwa sebagian jenis bias politik tidak dapat dielakkan di dalam 
birokrasi negara, sebuah sistem politisasi yang terang-terangan lebih dipilih 
daripada sebuah sistem politisasi yang terselubung. Salah satu cara yang 
paling umum dalam menyelenggarakan kontrol politik adalah dengan 
merekrut birokrasi senior ke dalam semangat ideologis pemerintah. Ini 
secara efektif mengaburkan perbedaan antara politik dan administrasi, dan 
antara para politisi dan para pejabat publik. (Heywood, 2013 : 664-666)  
Keluarga Masdar Pasmar merupakan aktor politik yang memiliki peranan 
kuat di tingkat lokal. Priyono menyatakan (Van Klinken, 2009) “Ada indikasi 
kuat bahwa aktor-aktor dominan memang punya akar secara sosial dan 
politik. Mereka bukan merupakan elite yang terisolasi dan bercokol di puncak 
negara dan yang bisa dikelilingi dan dikepung oleh masyarakat sipil.” 
Elite lokal sangat sibuk di kampung halamannya karena mereka menjadi 
patron bagi banyak klien dari kalangan kaum miskin. Mereka menjalankan 
hegemoni melalui organisasi-organisasi keagamaan, politik, kedaerahan, dan 
pekerjaan. Mereka menyelenggarakan patronase – khususnya melalui 
pekerjaan-pekerjaan birokratik – karena mereka mengontrol rente yang 
tersedia di kota-kota provinsi, yang memang masih muncul dari negara (Van 
Klinken 2009). 
5 
 
Terkait fenomena politik lokal, beberapa penelitian telah dilakukan 
semisal kajian yang dilakukan oleh Zuhro,dkk (2006) mengenai jawara dan 
kekuasan dalam pembentukan provinsi banten, keterlibatan birokrasi dalam 
pilkada jember, sengketa pilkada depok dan jalan panjang menuju 
demokrasi, penelitian Andi Faisal Bakti tahun 2004 mengenai kekuasaan 
keluarga di Wajo Sulawesi Selatan.  
Penelitian Andi Faisal Bakti (2004) di Wajo yang dimuat dalam buku 
politik lokal Indonesia (2007) menggambarkan keterkaitan antara Militer, 
Golkar, dan Orde Baru. Terdapat aktor politk Puang (sebutan bergelar 
bangsawan). Jaringan Keluarga Puang ditempatkan pada ranah birokrasi, 
dengan posisi jabatan yang “basah”.  
Revivalisme Keluarga Puang di ranah pemerintahan semakin terlihat 
antara tahun 2004, Kepala Bagian, Camat, dan Lurah diangkat melalui 
jaringan Keluarga Puang (disebut jalur jati ; jalan ke rumah puang, seperti 
jalan cendana untuk Keluarga Pak Harto). Jalur jati ini merupakan jalur untuk 
menduduki jabatan pemerintahan strategis di Wajo. Keluarga Puang lainnya 
menjabat sebagai Kabag perlengkapan. SKPD (Satuan Kerja Perangkat 
Daerah) semacam kantor dinas pertanian, pajak, transportasi, pertanahan, 
perhutanan, dipimpin oleh kerabat dan saudara sepupu Puang, 10 dari 14 
camat yang ada merupakan kaum bangsawan yang menyatakan memiliki 
hubungan darah dengan puang. Lapisan atas birokrasi Wajo masa ini 
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dikuasai oleh kalangan aristokrat, 90% menguasai kedudukan yang lebih 
tinggi dan masuk melalui jalur jati.  
Penelitian mengenai kuasa dan budaya juga dilakukan oleh Andi 
Muhammad Yusuf (2015), tesisnya hegemoni budaya dalam praktik politik 
dan kekuasaan di Belawa Kabupaten Wajo. Pendekatan antropologi politik 
etnografi. Penelitiannya menunjukkan otonomi daerah justru berimpilikasi 
menghadirkan tatanan lama kultur orang bugis, menjadikan legitimasi 
budaya : nilai-nilai yang direproduksi bersinggungan dengan praktik politik 
semisal assituruseng (nilai budaya orang bugis) yang bermakna legtimasi 
kuasa dari anakarung. Konteks kultural dari kuasa akan melahirkan berbagai 
tatanan nilai dan simbol-simbol budaya yang dapat digunakan sebagai 
instrumen hegemoni kelas penguasa.  
Topik mengenai hubungan kekerabatan dan kuasa juga dilakukan oleh 
Wirawan Bayu (2012). Skripsinya Jaringan Keluarga Yasin Limpo dalam 
penguatan kekuasaan Syahrul Yasin Limpo. Wirawan (2012) menggunakan 
“Teori Jaringan yang dimiliki oleh Wellman.” type penelitian deskriptif 
analisis, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan analisa 
data kualitatif. Jaringan keluarga SYL yang berhasil menduduki jabatan 
politik formal dan informal di Sulawesi Selatan, Tenri Olle Yasin Limpo 
sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulsel, Dewi YasinLimpo sebagai Ketua 
DPP Hanura, IchsanYasinLimpo sebagai Bupati Gowa, Haris Yasin Limpo 
sebagai Anggota DPRD Kota Makassar dan Irman Yasin Limpo sebagai 
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Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah juga merangkap sebagai 
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Sulsel.  
Penelitian selanjutnya yang paling dekat dengan konteks daerah 
penelitian penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naswir 
(2013).  Tesis Muhammad Naswir (2013) mengerucut pada tiga klan 
Manggabarani, Mengga, dan Masdar. Ketiga klan ini dalam pandangan 
Naswir merupakan bentukan negara, dengan pendekatan ABRI, Golkar dan 
Birokrasi. Pendekatan elit dan patronase-klien,logika sumberdaya politik oleh 
charles F. Andrain digunakan untuk menjelaskan bagaimana dominasi dapat 
terpelihara oleh ketiga klan ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
sumberdaya politik yang kemudian dijabarkan dalam kekuasaan fisik, 
kekuasaan ekonomi, kekuasaan normatif, kekuasaan personal dan 
kekuasaan keahlian, yang dimiliki oleh ketiga klan ini sangatlah besar 
sehingga pola sirkulasis elit hanya berputar diantara ketiga klan ini saja. 
Mempertahankan dominasi mereka dalam masyarakat Mandar, setiap 
proses elektoral, selain berkontestasi ternyata ketiga klan ini juga sering 
terjadi kolaborasi sehingga proses politik seolah menutup ruang bagi elit-elit 
yang lain untuk tampil sebagai pemimpin di Polewali Mandar.  
Terkhusus mengenai birokrasi pemerintahan, beberapa karya maupun 
penelitian telah dilakukan, misalnya Peter M Blau (1963), Crocier (1964), 
Smith (1971), Albrow (1990). Beberapa karya tersebut lebih mengkhususkan 
pada aspek kelembagaan birokrasi. Sepanjang penelusuran penulis, 
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penelitian dan kajian terbaru mengenai politik dan birokrasi pemerintahan 
telah dilakukan oleh Kiki Lutfiah (2012) mengenai Demokrasi dan Kekuasaan 
di Banten. Studi Kiki Lutfiah (2012) lebih menitikberatkan pada TB Chasan 
Shohib dalam melanggengkan kuasa dengan menempatkan jaringan 
keluarga pada jabatan politik dan pemerintahan  
Studi yang dilakukan Naswir (2013) dalam hemat penulis hampir sesuai 
dengan kajian dalam penelitian ini, namun sedikit pembedaan ialah kajian 
yang dilakukan Naswir (2013) menitikberatkan pada elit politik darn relasi 
kuasa yang dibangun oleh ketiga klan diatas. Kajian ini merupakan kajian 
pengembangan untuk mengamati fenomena politik lokal yang telah dilakukan 
oleh Naswir (2013). Penelitian ini mencoba untuk memfokuskan pada 
Peranan Keluarga Masdar Pasmar , mengingat Keluarga Masdar Pasmar 
cukup berpengaruh dalam politik pemerintahan di Kabupaten Polewali 
Mandar. Kajian ini diharapkan juga dapat menambah khasanah kajian 
mengenai fenomena politik pemerintahan di tingkatan lokal, terkhususnya di 
Kabupaten Polewali Mandar.  
Berangkat dari pengetengahan latar belakang diatas dan uraian 
mengenai penelitian-penelitian terdahulu serta domain dari birokrasi 
pemerintahan dari perdebatan struktural hingga kultural, penulis mencoba 
melihat bagaimana peran kuasa Keluarga Masdar Pasmar tetap terpelihara 
melalui modalitas jaringan (birokrasi pemerintahan) dan modalitas symbolik 
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dan kultural (patrimonial) Keluarga Masdar Pasmar di Kabupaten Polewali 
Mandar.  
Ada tiga alasan yang mendorong mengapa persoalan peran keluarga ini 
dijadikan fokus kajian. Pertama dalam setiap proses pesta demokrasi  
semisal Pilkada tidak akan pernah lepas dari eksistensi keluarga ini. Kedua, 
Desentralisasi politik dan domain dari birokrasi pemerintahan dari 
perdebatan struktural hingga kultural menarik untuk dikaji disebabkan 
besarnya pengaruh Keluarga Masdar Pasmar di Kabupaten Polewali 
Mandar. Ketiga, Keluarga Masdar Pasmar dalam sistem strata sosial 
memiliki kedudukan yang tinggi dalam pelapisan masyarakat Polewali 
Mandar dan memiliki peran yang sangat menentukan dalam struktur politik, 
ekonomi, sosial dan budaya. 
 
1.2. Rumusan masalah penelitian 
Berdasar paparan latar belakang diatas, penelitian ini mencoba untuk 
menjawab pertanyaan penelitian :   
a) Bagaimana peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi 
pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar?  
b) Apa faktor penyebab menguatnya peranan Keluarga Masdar Pasmar 
dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar?  
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1.3. Tujuan penelitian  
a) Untuk mengetahui bentuk-bentuk peranan Keluarga Masdar Pasmar 
dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar  
b) Untuk mengetahui faktor penyebab menguatnya peranan Keluarga 
Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten Polewali 
Mandar 
1.3. Manfaat penelitian  
a) Segi teoritis dan metodologis, diharapkan dapat memberikan informasi 
dan data ilmiah mengenai fenomena politik pemerintahan di 
Kabupaten Polewali Mandar ,dan menjadi sebuah studi pembanding 
terhadap berbagai fenomena politik pemerintahan yang terjadi di 
berbagai daerah. 
b) Segi praktis, diharapkan penelitian ini menjadi informasi bagi segenap 
birokrat pemerintahan dan masyarakat terkhusunya di Kabupaten 
Polewali Mandar mengenai fenomena politik pemerintahan yang 
terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan studi bagi 
mahasiswa atau tim peneliti lain yang akan melakukan kajian lanjutan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Tinjauan Peranan  
Peranan dalam kajian ini dimaknai sebagai pelaksanaan tugas dan 
wewenang yang dilegitimasi secara legal-formal dalam birokrasi 
pemerintahan. Peranan untuk konteks ini dimaknai sebagai pelaksanaan 
tugas dan wewenang dalam menjalankan dan memelihara kekuasaan. 
Kajian ini mencoba untuk melihat dan menganalisis mengenai peranan 
keluarga-keluarga masdar dalam birokrasi pemerintahan. 
Kamus besar bahasa indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran 
sebagai berikut :  
a) Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia 
adalah pemain sandiwara atau pemain utama.  
b) Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran 
yang diberkan.  
c) Peran adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Peranan  
merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap 
sesuatu.  
Dalam kehidupan manusia dan hubungannya dalam kelompok tertentu 
sering kali dibarengi dengan tindakan interaksi yang berpola, baik resmi 
maupun yang tidak resmi. Sistem pola resmi yang dianut suatu masyarakat 
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untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut pranata.Orang 
yang bertindak dalam pranata tersebut biasanya menganggap dirinya 
menempati suatu kedudukan sosial tertentu, tindakan tersebut dibentuk oleh 
norma-norma yang mengatur.  
Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap upaya untuk 
menganalisa masyarakat. dalam peranan terdapat dua macam harapan, 
yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran 
atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-
harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau 
terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan 
peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan dapat dilihat sebagai 
bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat 
sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. 
Status-peran sebagai unit dasar dari sistem, konsep ini bukan merupakan 
satu aspek dari aktor atau aspek interaksi, tetapi lebih merupakan komponen 
struktural dari sistem sosial. Status mengacu pada posisi struktural di dalam 
sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya 
itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya untuk sistem yang lebih 
luas. Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan tindakan, tetapi dilihat tak lebih 
dari sebuah kumpulan beberapa status dan peran (sekurang-kurangnya 
dilihat dari sudut posisi di dalam sistem sosial). (Ritzer, 2008)  
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Peranan tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya kaitan bagi 
keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu. Semakin berat 
peran yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya dalam 
masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang dilakukan maka 
semakin rendah pula  kedudukan atau statusnya dalam masyarakat.  
Menurut Robert M. Z. Lawang (1985), peran diartikan sebagai suatu pola 
perilaku yang diharapkan dari sesorang yang memiliki status atau posisi 
tertentu dalam organisasi. 
Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah 
laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. 
Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan 
demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan 
berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status 
social khusus. (Ritzer,2008)  
Peranan yang terdapat pada seseorang perlu dibedakan dengan posisi 
dalam interaksi kemasyarakatannya. Posisi ini dalam masyarakat merupakan 
sebuah unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi 
masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri 
dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam 
masyarakat serta menjalankan suatu peranan. ( Soekanto, 2007 : 213-214 )  
Dikutip oleh Sooerjono Soekanto dari buku “Role, Personality and Social 
Structure” karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal berikut: 
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a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing sesorang dalam 
kehidupan kemasyarakatan. 
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat.(Soekanto, 2007) 
Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat 
kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya 
peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh Soekanto (2007)  
disebut dengan role distance. Keterpisahan antara individu dengan perannya 
kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan 
peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung menyembunyikan diri dan 
akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak 
sempurna. Setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri 
dalam melaksanakan peran sosialnya. Soekanto menyebut bahwa ada 
lingkaran sosial (Social Circle) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan 
dan melaksanakan peran sosialnya.  
Peranan keluarga-keluarga Masdar Pasmar dalam lingkar jaringan inti 
maupun luar dapat diamati melalui tugas dan wewenang yang dijalankan 
dalam birokrasi pemerintahan, peranan ini di satu sisi juga berimplikasi 
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terhadap kekuasaan yang terus menerus terakumulasi dalam birokrasi 
pemerintahan. Hal ini sangat dimungkinkan karena terlembagakan secara 
legal-formal.  
2.2. Birokrasi Pemerintahan   
1) Konsep Birokrasi : Hegel, Marx dan Weber. 
Hegel dan Marx.  
Konsep birokrasi Hegelian lebih menekankan posisi birokrasi netral 
terhadap kekuatan masyarakat lainnya. Birokrasi dipahami dalam konteks 
“Sittlichkeit”, yang dapat diterjemahkan sebagai tatanan sosial-moral, 
sebagai suatu tahapan tertinggi dari kehidupan sosial. Dalam Philosophy of 
Right, Hegel mengatakan bahwa masyarakat sebagai sittlichkeit dapat dibagi 
dalam tiga tingkatan atau substansi etis, yaitu keluarga, masyarakat sipil, dan 
negara.  
Birokrasi adalah bagian dari negara yang berperan untuk memediasi 
kepentingan partikular dari masyarakat sipil dengan kepentingan universal 
dari negara. Dengan kata lain, birokrasi adalah jembatan antara negara 
dengan masyarakat sipil. Hegel menekankan bahwa kekuatan birokrasi 
haruslah dibatasi dengan cara memonitor aktivitasnya, baik dari atas oleh 
negara maupun dari bawah oleh masyarakat sipil. Oposisi dalam parlemen 
mempunyai hak untuk menuntut birokrasi agar lebih akuntabel. 
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Marx tidak fokus pada bahasan mengenai birokrasi dalam karya nya, 
marx lebih condong pada struktur kelas yang terdapat dalam masyarakat. 
Mengenai struktur kelas, bahasan Marx mengenai birokrasi juga menarik 
untuk dipahami. Konteks epistemologi dan bangunan pemikiran Marx 
mengenai birokrasi tidak dapa dilepaskan dari konteks perjuangan kelas.  
Marx mengelaborasi birokrasi dengan menganalisis dan mengkritisi 
pandangan hegel mengenai negara. Hegel dengan filsafat idealisme nya, 
lebih menititkberatkan birokrasi (negara) lebih kepada penghubung antara 
negara dan rakyat, rakyat terdiri dari berbagai macam kelompok khusus 
(partikulir), untuk menghubungkan antara yang partikulir dan general 
(negara) maka birokrasi memiliki peranan penting. ( Thoha, 2002: 23)  
Marx Mengkritisi pandangan Hegel mengenai hal ini, birokrasi (negara) 
menurut Marx tidak mewakili kepentingan umum akan tetapi mewakili 
kepentingan penguasa. Kepentingan penguasa ini merupakan kepentingan 
partikulir yang tidak dapat disamakan dengan kepentingan general, 
kepentingan partikulir yang memenagkan perjuangan kelas sehinggga 
menjadi kelas yang dominan lah yang memiliki kuasa. Birokrasi merupakan 
instrument yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksankan 
kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain, 
birokrasi memihak pada kelas partikuliri yang mendominasi.   
Dalam istilah Marx, birokrasi adalah “lingkaran ajaib yang tak seorang pun 
dapat keluar darinya”. Kerahasiaan menjadi “spirit universal”. Alienasi birokrasi 
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ini kemudian diperkuat lebih jauh dengan sikap para birokrat yang menciptakan 
mitos dan simbol tertentu yang menyucikan dan memistiskan posisi mereka. 
 
Max Weber  
Max Weber merupakan salah seorang sosiolog yang menuliskan 
karyanya mengenai birokrasi. Birokrasi type ideal weber sampai saat ini 
masih tetap dipelajari, dikembangkan ataupun juga dikritik. Birokrasi 
Weberian ini menekankan fungsi utama birokrasi sebagai mesin yang secara 
profesional dan rasional dijalankan. ( Thoha, 2002: 16)  
Memahami weber, haruslah memahami epistemologi dan konteks 
pemahamannya mengenai realitas. Weber dengan the ideal thypus of 
bureucracy nya mencoba menjelaskan mengenai type ideal dari birokrasi, 
type ideal menurutnya merupakan konstruksi abstrak yang membantu kita 
memahami kehidupan sosial. Tipe ideal hanyalah konstruksi yang dapat 
menjawab satu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu. 
Type ideal harusnya digunakan untuk membandingkan realitas dan konsepsi 
ideal. Perbedaan antara kejadian nyata dengan type ideallah yang penting 
untuk dikaji dan diteliti.  
Menurut Weber, type ideal birokrasi ingin menjelaskan suatu birokrasi itu 
mempunyai suatu bentuk yang pasti, fungsi dijalankan dalam cara yang 
rasional.  Weber ( dalam Thoha, 2002), type ideal birokrasi yang rasional 
dilakukan dalam cara sebagai berikut :  
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1. Individu pejabat secara personal bebas, tetapi dibatasi oleh 
jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk 
keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.  
2. Jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan 
ke samping.  
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki secara 
spesifik berbeda satu dan lainnya.  
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.  
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, 
idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.  
6. Setiap pejebat mempunyai gaji dan hak untuk pensiun.  
7. Terdapat struktur pengemabangan karier yang jelas dengan promosi 
berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang 
objektif.  
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya 
dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan 
keluarganya.  
9. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu 
sistem yang dijalankan secara disiplin . 
Menurut Weber, birokrasi dicirikan oleh rasionalitas, perilaku yang 
dipandu oleh aturan dan otoritas impersonal. Bidang pemerintahan 
komparatif, istilah ini merujuk pada mesin administrasi dari negara. Birokrat 
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merupakan pejabat negara atau para pegawai negeri yang tidak dipilih 
(melalui pemilihan). (Heywood, 2013 : 375) 
Tipe ideal birokrasi weber memiliki beberapa ciri utama seperti yang 
disebutkan diatas, hal-hal seperti pembagian kerja, hierarki, prosedur tertulis, 
impersonalitas, dan meritrokrasi. Pembagian kerja dan meritrokrasi 
merupakan dasar dan faktor pendorong berkembangnya profesionalisme. 
Sementara hierarki dapat membantu seorang melakukan supervisi dan 
kontrol secara efektif. Prosedur tertulis dan impersonalitas diperlukan agar 
pelayanan dan kegiatan birokrasi itu bersifat nonpartisanm yaitu tidak 
membedakan pelayanan berdasarkan afialisi politik dan karakteristik dari 
pengguna layanan. ( Agus Dwiyanto, 2011 : 25)  
Beberapa ahli mengkritik pandangan weber disebabkan orientasi 
birokrasi weberian hanya terbatas pada bagaimana ke dalam sistem 
administrasi dan organisasi diatur secara rasional. Syarat-syarat yang 
ditetapkan oleh weber berkisar melihat hal-hal di dalam organisasi sendiri (in 
world looking) bukannya melihat faktor diluar ( out world looking) yang dapat 
mempengaruhi sistem birokrasi tersebut. Salah satu kelemahan birokrasi 
yang sejak awal diingatkan oleh weber adalah kecenderungan birokrasi 
untuk mengabaikan aspek dan nilai kemanusiaan dari organisasi. 
2) Definisi  
Birokrasi memiliki sejumlah makna, diantranya adalah pemerintahan yang 
dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut dengan officialism ( Hill, 
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1992 :1) ; badan eksekutif pemerintah dan keseluruhan pejabat publik, baik 
itu pejabat tinggi ataupun rendah ( Albrow, 1989 : 116-117). Birokrasi lebih 
diidentikkan pada lembaga pemerintahan, hal ini disebabkan skala 
organisasi pemerintahan yang besar dan luas. ( dikutip dalam Agus 
Dwiyanto, 2011 : 22)  
Dalam kamus Akademi Perancis tahun 1798, Birokrasi diartikan 
:"kekuasaan,pengaruh dan para kepala dan staf biro pemerintahan. 
Sedangkan menurut kamus bahasa Jerman edisi 1813, birokrasi di 
definisikan sebagai: "wewenang atau kekuasaan dari berbagai departemen 
pemerintahan”.Ndraha (2003) mendefinisikan birokrasi pemerintahan 
sebagai “struktur organisasi pemerintahan yang berfungsi memproduksi 
layanan civil dan jasa publik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan 
memperitmbangkan berbagai pilihan lingkungan”.  
3) Birokrasi Patrimonial : Pertentangan Struktur dan Kultur  
Hasil penelitian Fred Riggs 1966, Hyden 1983, Migdal 1987 dan Austin 
1990, membuktikan bahwa perilaku birokrasi pada suatu negara terbentuk 
pada pola tertentu berdasarkan pada budaya dan nilai-nilai dari non-
bureaucratic element yang ada pada negara itu ( dikutip dalam buku ajar 
Birokrasi dan Politik, Universitas Diponegoro, Rina Martini, 62 : 2012) 
Konsep patrimonialisme banyak dipakai oleh ilmuwan politik dan sosiolog 
yang mencoba menjelaskan perkembangan politik dan birokrasi di Eropa 
pada abad pertengahan. Dalam hubungan yang bersifat patrimonialisme 
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tersebut, ada pihak yang merupakan penguasa perorangan (personal 
rulership) yang mengakumulasikan kekuasaan, sedangkan yang lain 
mengidentifikasikan kepentingannya. Hubungan tersebut berlangsung dalam 
pertukaran keuntungan (advantage exchange) yang dijaga dengan rapi oleh 
kedua belah pihak. 
Masyarakat Indonesia dalam perkembangannya adalah melalui alur-alur 
yang berbeda dengan masyarakat Eropa dalam proses modernisasinya. 
Oleh karena itu, mengidentifikasikan birokrasi Indonesia sebagai fotokopi 
yang sempurna dari model birokrasi Weberian sama sekali tidak tepat. 
Dalam realitas masyarakat Indonesia, model Weberian ternyata tidak terlalu 
membumi pada struktur kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan dua 
masalah fundamental. Sebagai birokrasi yang lahir dari kandungan 
masyarakat tradisional, birokrasi Indonesia lebih mendekati pengertian 
Weber tentang pola dominasi pa-trimonial dengan adanya kesinkronan 
terhadap tipikal masyarakal tradisional, yang ditandai dengan kuatnya 
hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan ikatan emosi. (Agus Suryono, 
2011 : 6)  
Model birokrasi “Neopatrimonial” merupakan hubungan kekuasaan antara 
penguasa dan jaringan birokrasi di bawahnya (pejabat, priyayi, dll) yang 
bersifat patron-client.Determinasi budaya dalam kecenderungan patologi 
birokrasi, merujuk pada karya Riggs (1964) berjudul Administration in 
Developing Countries: The Theory of Prismatic Society, menyebutkan bahwa 
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birokrasi yang berkembang di Indonesia merupakan birokrasi yang lahir dari 
masyarakat prismatik, yaitu masyarakat yang menjadi tempat saling 
berbenturannya nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai modern.  
Nilai tradisional belum tercabut secara tuntas, sedangkan nilai-nilai 
modern sudah berkembang secara pesat. Akibatnya, birokrasi mengalami 
pergumulan diantara dua sistem nilai tersebut. Secara struktural, birokrasi 
menampakkan ciri-ciri sebagaimana layaknya birokrasi modern; namun 
secara kultural, birokrasi masih membawa semangat feodalisme dalam 
setiap aspek kegiatannya. 
Weber (Agus suryono, 2011 :6) , mengidentifikasikan birokrasi patrimonial 
ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pejabat-pejabat disaring atas 
dasar kriteria pribadi dan politik. Kedua, jabatan dipandang sebagai sumber 
kekayaan dan keuntungan. Ketiga, pejabat-pejabat mengontrol, baik fungsi 
politik maupun administrasi, karena tidak ada pemisahan antara sarana-
sarana produksi dan administrasi. Keempat., setiap tindakan diarahkan oleh 
hubungan pribadi dan politik. Kondisi patrimonialistik tersebut pada gilirannya 
membentuk perilaku aparat yang cenderung menghamba kepada 
kekuasaan. 
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Bagan 1 Model Kinerja Birokrasi di Indonesia ( Agus Dwiyanto, 2011)  
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Patologi birokrasi ( penyakit birokrasi) adalah hasil interaksi antara 
struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah. 
Struktur Birokrasi yang hierarkis berinteraksi dengan budaya masyarakat 
yang paternalistis. Karakteristik lain yang menonjol dari birokrasi paternalistis 
adalah penempatan atasan sebagai pusat kehidupan birokrasi publik.  
Terhadap perdebatan sengit tentang birokrasi, Giddens (Indar Arifin, 2006 
: 47 ) memberi tiga kategori birokrasi, sebagai berikut :  
1. Birokrasi dalam pengertian yang baik atau birokrasi rasional (bureau-
rationality), seperti terkandung dalam pengertian Hegelian 
Bureuacracy dan weberian bureucracy,  
2. Birokrasi dalam pengertian sebagai suatu penyakit (bureau-patology) 
seperti diungkap oleh Marx, Laski, Michels, Warwick, Crocier, Luthan 
dan lain-lain.  
3. Birokrasi dalam pengertian netral (value-free), artinya tidak terkait 
dengan pengertian baik dan buruk. Pengertian netral birokrasi dapat 
diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, 
atau keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau 
birokrasi juga diartikan sebagai setiap organisasi berskala besar 
(every big organization is bureaucracy)  
4) Netralitas birokrasi pemerintahan  
Konteks birokrasi pemerintahan berkaitan erat dengan aspek politik. 
Politik dan pemerintahan merupakan dua hal yang saling bertautan. Birokrasi 
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pemerintahan senyatanya lebih dekat dengan pendekatan administrasi 
negara, tetapi dikotomi antara administrasi negara maupun politik 
pemerintahan juga merupakan satu polemik.  
Politik pemerintahan menyoal bagaimana meminimalkan konflik dalam 
tatanan masyarakat, negara yang lebih luas konteks pemaknaannya 
dibanding arti wilayah semata dimaknai pula sebagai peredam konflik 
tersebut. Negara memiliki peranan untuk menjaga keamanan dan 
menciptakan kesejahteraan bersama bagi rakyatnya. Hal yang menjadikan 
konflik dalam tatanan masyarakat ialah menyoal nilai (values), negara 
bertugas mengatur dan mengalokasi values dalam tatanan masyarakat. 
Birokrasi dimaknai sebagai biro mesin penjalan kuasa dalam negara yang 
membantu negara untuk mengalokasi nilai tersebut.  
Birokrasi dan politik bisa dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan. Politik 
dalam makna yang lebih sempit, dapat menjadi master (pemilik kuasa) dari 
birokrasi dan master itu berasal dari kalangan partai politik. Partai politik 
dalam hal ini merupakan pemenang pemilihan umum. Birokrasi tetap bekerja 
pada aspek profesionalisme sesuai dengan tugas dan fungsinya. Netralitas 
birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem yang mengharuskan birokrasi 
tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya, 
walaupun masternya berganti dengan master yang lain. Pemberian 
pelayanan tidak bergeser sedikit pun walaupun masternya berubah. Birokrasi 
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dalam memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme bukan karena 
kepentingan politik. (Thoha, 2002)  
Netralitas birokrasi diartikan bukan dalam hal lebih mau menjalankan 
kebijakan atau perintah dari kekuatan politik yang sedang memerintah pada 
saat tertentu, akan tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan 
rakyat secara keseluruhan. ( Thoha , 22 :2002)  
―The question is always who controls the existing 
bureuacratic machinery. And such control is possible only 
in a very limited degree to pesons who are not technical 
specialist. Generally speaking, the trained permanent 
official is (more) likely to get his way in the long run than 
his nominal superior, the cabinet minister, who is not 
specialist (1947)‖. ( Dalam Thoha 2002 : 155). 
 
Pengertian birokrasi pemerintahan netral bukan berarti birokrat 
mengisolasi diri dengan tutup mata, tutup telinga dari dunia politik. Birokrasi 
pemerintahan dituntut mengikuti perkembangan politik sehingga memperoleh 
informasi cukup untuk menjatuhkan pilihan secara tepat terhadap partai 
politik atau calon dalam Pemilukada. Birokrasi pemerintahan sebagai bagian 
dari pejabat eksekutif tidak bisa terlepas dari pengaruh politik. ( Amin, 2013) 
 
2.3 Desentralisasi politik  
Bagian ini akan menjelaskan mengenai konsep desentralisasi politik  
yang dimaksudkan dalam kajian ini. Kajian mengenai desentralisasi telah 
banyak dilakukan di Indonesia. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang termuat dalam aturan perundangan menyebutkan, dalam undang-
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undang dasar 1945, Indonesia dibagi ke dalam daerah besar dan kecil. 
Perwujudan ini terlihat dari dilaksanakannya asas desentralisasi atau 
penyerahan wewenang kepada daerah secara penuh untuk mengatur dan 
mengurus daerahnya.  
Asas pemerintahan daerah desentralisasi ini lebih menitik beratkan pada 
aspek politis dan demokratis yakni penyerahan urusan pemerintah pusat 
kepada daerah otonom. Hal ini kemudian tercermin sejak diundangkannya 
peraturan mengenai ototnomi daerah dalam UU no 22 th 1999 yang 
menggantikan semangat dekonsentrasi dalam UU no 5 th 1974 yang 
memuat pokok-pokok pemerintahan daerah. Pembeda utama kedua undang-
undang ini selain dari konteks zaman dari orde baru ke reformasi, juga dapat 
kita lihat dalam pasal 15 dan 16 UU no 5 th 1974 dan pasal 34-40 UU no 22 
th 1999 mengenai pemilihan kepala daerah. Pembeda utama kedua undang-
undang ini tercermin dari isi pasal tersebut. Semangat desentralisasi politik 
terlihat jelas dari UU no 22 th 1999. Reformasi menjadi penanda menguatnya 
peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam politik pemerintahan. 
Kajian desentralisasi khususnya telah dilakukan oleh Syarif Hidayat  
(2007) yang memfokuskan kajian pada perspektif elite penyelenggara 
pemerintahan, Juanda Nawawi (2012) yang memfokuskan kajian pada 
Desentralisasi dan Kinerja pelayanan publik. Kajian dalam penelitian ini tidak 
difokuskan pada pelayanan publik atau perspektif elite penyelenggara 
pemerintahan, akan tetapi difokuskan pada konsep bagaimana desentralisasi 
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politik atau demokratisasi yang terjadi di tingkatan lokal menjadikan salah 
satu keluarga memiliki peranan yang kuat, dan dikhususkan pada birokrasi 
pemerintahan tingkat lokal. Penulis akan menjabarkan terlebih dahulu 
konsep-konsep desentralisasi politik dalam penelitian ini. Penulis akan 
mengutip dari dua kajian yang telah disebutkan diatas atau sumber lain yang 
dianggap sesuai.  
Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat 
baik dengan cara dekonsentrasi pendelegasian kantor wilayah atau dengan 
devolusi kepada pejabat daerah atau badan-badan daerah (Riggs, 1988 : 
434). Silss (Juanda, 2012 : 38-39) proses desentralisasi ini melalui dua cara 
yaitu dengan delegasi kepada pejabat-pejabatnya di daerah atau dengan 
devolution kepada badan-badan otonomi daerah. Dalam Enclopedya of the 
sosial science disebutkan “ The process of decentralization denotes the 
transference of authority, legislatif, judicial or administratif, from higher level 
of govenrment to a lower‖. 
Big Bang Crush decentralitation pasca reformasi 1998 telah melahirkan 
berbagai dampak baik positif maupun negatif. Diana Conyer (dikutip oleh 
hidayat 2008) perdebatan tentang konsep desentralisasi belum berakhir, dan 
tidak pernah akan berakhir. Perdebatan desentralisasi ini melahirkan dua 
konsep yakni desentralisasi bidang politik dan desentralisasi bidang 
administrasi. 
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„‟Mawhood (Juanda, 2012 : 47) perspektif 
desentralisasi politik mendefinisikan sebagai devolusi 
kekuasaan (devolution of power), dari pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah. Sementara perspektif 
desentralisasi administrasi mendefinisikan 
desentralisasi sebagai delegasi wewenang 
administrasif (administratif authority) dari pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah”.  
 
Karim (Juanda Nawawi, 2012) menyebut devolusi sebagai desentralisasi 
politik. Ini karena terjadi wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan 
politik. Menurutnya devolusi sering pula disebut sebgai democratie 
dezentralisation karena terjadinya penyerahan wewenang, kekuasaan 
kepada lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih atas dasar pemilihan. 
Konsep desentralisasi baik dalam bidang politik maupun administrasi 
memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. 
Kelebihan desentralisasi diungkap oleh Sujanto (Juanda Nawawi, 2012) 
desentralisasi yang mengindikasikan adanya demokratisasi tingkatan lokal 
dapat menambah efektivitas pemerintahan, pemerintahan juga dilakukan 
oleh rakyat sendiri, ini sesuai dengan makna pemerintahan untuk rakyat. 
Prakteknya, penguasa pemerintahan daerah adalah putra daerah itu sendiri 
yang cukup mengenal dan lama menjadi penduduk daerah yang diharapkan 
dapat mengenal kondisi daerah daripada orang luar. Conyer ( dalam Syarif 
Hidayat 2007) menyebut keberadaan desentralisasi merupakan faktor 
penting untuk menjamin adanya percepatan pembangunan dan menjamin 
adanya pemerintahan daerah yang demokratis. Spefisik, desentralisasi dapat 
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membantu kemudahan layanan publik daerah dan mendorong terciptanya 
pendidikan politik dan partisipasi masyarakat tingkat lokal.    
Kelemahan desentralisasi diungkap oleh Kuldep ( dalam Syarif Hidayat 
2007) sedikitnya ada lima kelemahan persoalan mendasar implementasi 
kebijakan desentralisasi di Asia Tenggara, diantaranya : kurangya dukungan 
administratif dan politik dari pemerintah pusat ; dominannya instasi vertikal 
pemerintah pusat; rumitnya proses administrasi ; rendahnya kualitas 
perangkat penyelanggara pemerintahan; dan kurang terciptanya iklim politik 
yang kondusif.  
Terdapat dua faktor utama mengenai elite penyelenggara pemerintahan 
daerah memiliki dan mempraktekkan autonomos choice atau hidden 
otonomi, yang pertama adalah ketidakjelasan dari beberapa aturan 
perundangan yang dikeluarkan sehingga memungkinkan elite penyelenggara 
pemerintahan daerah untuk melakukan diskresi atau penyimpangan 
(pencapaian kepentingan individu dan tujuan individu). Kedua, lemahnya 
pengawasan terhadap elite penyelenggara pemerintahan daerah sehingga 
membuka peluang yang luas bagi mereka untuk memaksimalkan 
pengetahuan dan aliansi yang dimiliki untuk melakukan diskresi.  ( Hidayat, 
Syarif, 2007 : 435)  
Paparan diatas menjelaskan mengenai konsep desentralisasi secara 
umum dan berbagai kelebihan dan kelemahannya (khusus negara 
berkembang), hal ini sesuai dengan konteks bahasan kajian dalam penelitian 
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ini yang mengasumsikan menguatnya peranan Keluarga Masdar Pasmar di 
Kabupaten Polewali Mandar pasca kebijakan desentralisasi politik. Penelitian 
ini akan mencoba menjawab apa faktor penyebab menguatnya peranan dan 
bagaimana peranan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh dan 
menjalankan kekuasaan dilain pihak. 
 
2.4 Pemikiran Bordieu  
Bagian ini akan berangkat dari pertanyaan penelitian apa faktor yang 
menyebabkan Keluarga Masdar Pasmar memiliki peran yang kuat atau 
pengaruh yang besar dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten Polewali 
Mandar. Mencoba menjawab mengenai pertanyaan tersebut, penulis 
melakukan penelusuran literatur terkait sumberdaya politik (modal) dan 
dominasi, beberapa ahli membahas mengenai kajian semacam ini, semisal 
charles F. Andrain, James Cooleman, dan Pierre Bordieu.  
Penulis mencoba menjelaskan mengenai kajian ini dalam persperktif 
Pierre Bordieu. Pierre Bordieu yang lebih dekat menjelaskan mengenai 
sumberdaya ( modal ) dan peran (domination). Bordieu merupakan sosiolog 
dan juga antropolog yang banyak mengkaji mengenai masyarakat dan kelas 
yang ada dalam masyarakat. Karya nya antara lain ; The algerians (1962), 
Reproduction in education,society and culture (1977), Outline Of A Theory Of 
Practice ( 1977), Distinction : A social critique of the judgement of taste 
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(1984) ,The forms of capital (1986), The logic of practice ( 1990), , Language 
and symbolic power (1991), The Field Of Cultural Production (1993),  
Pierre Bordieu juga dikenal karena keterkarikannya pada stratifikasi kelas 
dalam masyarakat. Meski bukan sepenuhnya struktruralis, Bordieu mencoba 
memahami bentukan kelas yang terdapat di masyarakat. Ketertarikannya 
lebih kepada kelas dominan (pemilik modal ekonomi-symbolik, dan kalangan 
kaya) serta kelas mendominasi ( kepemilikan modal kultural dan kalangan 
kaya) (Bordieu, Pierre, 2001: 428 The Cultural Reader) 
“Pemikirannya juga banyak dipengaruhi oleh Marx, 
Weber, Durkheim, Sartre, dan Levi Strauss. 
Pertentangan yang banyak terjadi dalm ilmu sosial 
mengenai makro-mikro dan struktur-agensi, coba 
ditengahkan bordieu melalui karya-karyanya. Bordieu 
(1989) bertujuan untuk menanggulangi pertentangan 
objektivisme dan subjektivisme”. (Ritzer, George dan 
Goodman, D.J, 2008). 
 
Bordieu, menolak berada diantara objektivisme dan subjektvisme atau 
pertentangan antara agen dan struktur, sebagaimana ia mengkritik Levi 
Strausse dan Sartre. Bordieu memusatkan perhatiannya pada hubungan 
dialektik antara struktur objektif dan fenomena subjektif.  
“Di satu sisi, struktur objektif...membentuk basis 
untuk...representasi dan merupakan batasan 
struktural yang berhubungan dengan interaksi;tetapi, 
di sisi lain, representasi ini harus juga 
dipertimbangkan khususnya bila orang ingin 
menerangkan pandangan sehari-hari individu dan 
kolektif yang bermaksud mengubah atau 
melestarikan struktur ibjektif itu” ( Bordieu, 1989 : 15 
; Ritzer, George dan Goodman, 2003 : 519). 
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Hubungan dialektik antara struktur dan agen ( struktur objektif dan 
fenomena subjektif), Bordieu memberi label orientasi teoritisnya sebagai 
strukturalisme konstruktivis, konstruktivisme strukturalis. Bordieu (1990) 
menyebut terdapat hubungan yang simultan antara agen dan dunia sosial 
(struktur), struktur tetap mempengaruhi agen terhadap tindakannya, akan 
tetapi hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi mental sang agen yang tak dapat 
diabaikan, agen dapat berpartisipasi dalam ruang sosial sesuai dengan 
posisi dan strukrur mental yang mereka miliki.   
―Though Bourdieu is centrally concerned with power 
and domination, his concept of capital is not linked to 
a theory of exploitation in the sense of extrracting 
surplus value or a dynamic of primitive accumulation, 
which is the Marxian understanding. But a key 
contribution of Bourdieu beyond Marx is to see a 
much broader range of types of labor (social, cultural, 
political, religious, familia, to name but a few) that 
constitute power resources, and that under certain 
conditions and all certain rates can be converte done 
in to another‖. ( Swartz, David :Culture and Power, 
1997 : 75 ) 
 
1. Modal (Sumberdaya) 
 
Modal merupakan aspek penting dalam pertarungan yang terjadi di arena 
(fields). Selain konsep habitus dan arena, Bordieu juga mengenalkan 
mengenai konsepsi modal. Modal memiliki peranan penting akan 
peran(dominasi) satu kelompok terhadap kelompok lain. Melalui konsepsi 
modal, pemikiran Bordieu, seperti yang dipaparkan pada bagian awal 
berangkat dari dikotomi kelas yang ada di masyarakat. Subjek atau individu 
33 
 
menempati suatu posisi dalam ruang sosial multidimensional, Ruang itu tidak 
didefinisikan oleh keanggotaan kelas sosial, namun melalui jumlah setiap 
jenis modal yang dimiliki ( Bordieu : The social space and the genesis of 
groups 197 : dikutip dalam Dwizatmiko ,2010 : 73) 
―Bourdieu treats capital as power relations founded 
on quantitative differences in amount of labor  
embody‖. ( Swartz, David : Culture and Power 1997 : 
74-75.) 
 
Paparan Bordieu mengenai modal ia bagi ke dalam beberapa aspek 
seperti modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal symbolik. 
Mencoba keluar dari pandangan deterministik Marx orthodox dan tidak 
terpaku sepenuhnya pada Weber ( msekipun ia terinspirasi dari weber), 
Bordieu melihat peranan sturuktur terhadap agen cukup penting, akan tetapi 
agen tidak selamanya pasif dalam realitas sosial, terjadi hubungan dialektik 
antara keduanya.  
 
1.1. Modal Ekonomi  
Modal ekonomi merupakan modal material yang memiliki peranan cukup 
signifikan dalam ranah. Modal ini dapat berupa kepemilikan faktor produksi, 
kepemilikan properti, kekayaan berupa uang, dan investasi. Peran modal 
ekonomi, Bourdieu mengklasifikasi modal ekonomi dalam berbagai hal 
seperti: alat-alat dan produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan 
benda-benda yang dimiliki) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk 
segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikut.  
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Menurut Bordieu, tidak mungkin memisahkan ekonomi dengan realitas 
sosial, pun juga dengan modal yang ia maksudkan. Sedikit berbeda, ia tidak 
memusatkan perhatiannya pada modal ekonomi semata, modal terpencar ke 
beberapa modal seperti modal material (ekonomi) dan non-material 
(kultural,sosial,simbolik). Bordieu juga mengkritik pahaman marxis ortodoks 
yang mengintrepretasi determinisme ekonomi bagi agen dalam struktur. 
Penelitiannya di Algeria, dan konsepsi dinstinction yang menjadikan ia 
mengritik atau bahkan menolak pandangan reduksionisme ekonomi, akan 
tetapi ia juga tidak ingin menghilangkan modal ekonomi. 
1.2. Modal Sosial  
Modal sosial dilihat Bordieu sebagai penggabungan antara potensi yang 
mengaktual dari modal yang berkaitan (linked) dengan penguasaan akan 
jaringan dan hubungan dalam satu kelompok/ masyarakat (society) yang 
telah terlembagakan (berlangsung lama). Hubungan ini mungkin terlihat 
nyata dari hubungan praxis baik dari segi modal material (ekonomi) maupun 
modal non-material (symbolik), modal sosial dapat saling bergantian dengan 
modal lainnya untuk memelihara modal-modal bagi si agen. Jumlah 
(kemampuan) modal sosial ini bergantung dari jaringan yang dibangun, dan 
berlangsung lama, tidak datang dengan cara sendirinya. 
―The existence of a network of connections is not a 
natural given, or even a social given, constituted once 
and for all by an initial act of institution, represented, 
in the case of the family group, by the genealogical 
definition of kinship relations, which is the 
characteristic of a social formation. It is the product of 
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an endless effort at institution, of which institution 
rites—often wrongly described as rites of passage— 
mark the essential moments and which is necessary 
in order to produce and reproduce lasting, useful 
relationships that can secure material or symbolic 
profits‖. (Bourdieu, Pierre :  1982). 
 
Ilmuwan sosial lain banyak juga yang mengkaji mengenai modal sosial 
dalam masyarakat. Tanpa mengulangi dikotomi awal akan pengentengahan 
dari konsep agen-struktur, berikut akan dipaparkan secara ringkas modal 
sosial yang dimaksud beberapa ilmuwan sosial lainnya. James Coleman 
(1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, 
yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan 
individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk 
modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan 
sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa 
digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi 
dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika 
melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik. Sudut 
pandang lain, North (1990) dan Olson(1982) menekankan Lingkungan sosial 
politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang 
bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika 
pandangan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan 
vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan 
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institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, 
sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.  
1.3. Modal Kultural, Modal Simbolik : Kuasa Simbolik   
Bordieu melihat kultural (budaya) dapat menjadi satu modal yang penting 
bagi individu/kelompok. Modal ini dapat dilihat seperti fasilitas verbal (cara 
berbicara), kesadaran kultural umum, system sekolah, dll. Konteks 
pandangannya ini berlatar belakang dari penelitiannya tentang pendidikan di 
Prancis. Bordieu melihat kemampuan agen (orang/anak) dalam konteks 
pendidikan dengan pencapiannya sepenuhnya tidak beranjak pada 
kemampuan belajar dan ekonominya semata, melainkan ini juga diperoleh 
dari kemampuan kultural yang diperolehnya. Bordieu melakukan 
perbandingan antara latar kelas sosial. Melalui penelitian mengenai 
pencapaian akademik anak dan perbedaan kelas, Bordieu mengembankan 
dan mengemukakan mengenai peran modal kultural bagi agen (orang) .  
“Modal kultural bisa eksis dalam tiga bentuk: dalam 
keadaan diwujudkan (non-fisik), yaitu dalam bentuk 
disposisi tahan lama dari pikiran dan tubuh; kedua, 
dalam keadaan materi, seperti dalam bentuk barang 
budaya (gambar, buku, kamus, alat elektronik, mesin-
mesin, dll) ;dalam keadaan terlembagakan 
(institusional) seperti kualifikasi akademik, gelar atau 
ijasah yang berhubungan dengan kualitas intelektual, 
modal ini berperan dalam penentuan kedudukan 
sosial”. ( Bordieu : 1986)‖ 
 
Modal lain yang Bordieu maksudkan ialah modal symbolik. Modal 
symbolik juga diidentikkan bordieu dengan symbolic instrument, yang 
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ekuivalen dengan symbolic systems. Kategori in termasuk : bahasa 
(language), mitos (myth), ilmu pengetahuan, seni, dll. Modal ini masuk dalam 
fraksi wacana yang berfungsi untuk : 
1. Sebagai struktur yang memiliki fungsi menstruktur (structuring 
structures) yang berfungsi sebagai alat untuk pengetahuan dan alat 
untuk mengonstruksi dunia objektif. 
2. Sebagai struktur yang distruktur atau struktur yang tersturktur.  
3. Sebagai instrumen dominasi, yang berfungsi sebagai alat ekspresi 
ideologi dan kekuasaan.  (Bordieu, Pierre : language and symbolic 
power, 1991 : 165)  
Melalui modal kultural dan modal symbolik akan terbentuk kuasa 
symbolik. Bordieu mengombinasikan pandangan konstruktivis dan 
strukturalis untuk menjelaskan mengenai kuasa simbolik. Kuasa simbolik 
(symbolic power) merupakan bagian dari kognisi ( pengetahuan), 
komunikasi, dan dimensi politik. Menurut Bordieu (1989) untuk mengubah 
tatanan sosial dan mengubah bagaiman tatanan sosial bekerja, mencakup 
pandangan dunia dan praxis kehidupan, yaitu bagaimana satu kelompok 
dapat berproduksi dan mereproduksi. Kuasa symbolik bersandar pada 2 
kondisi : (1) Possesion on symbolic capital atau penguasaan pada modal 
symbolik. Peran modal symbolik dalam hal ini cukup signifikan, kelompok 
yang dalam pertarungan sebelumnya telah mendapat pengakuan atau 
memperoleh cukup pengakuan, diperoleh melalui pelembagaan 
(institusionalisasi) dari kelompok tertentu, (2) khasiat symbolis bergantung 
pada gelar/derajat symbolik tersebut yang dapat ditemukan pada tataran 
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realitas. Symbolis ini tidak boleh bersifat ex-nihilio, kesuksesan akan terlihat 
saat ditemukan di tataran realitas.  
1.4. Modal, Habitus dan Arena (Field) : Menguatnya Peranan 
(Dominasi)  
Bagian ini akan mencoba mengaitkan antara modal, habitus dan field 
yang berujung pada penguatan peranan (dominasi). Paparan sebelumnya 
menjelaskan pemikiran Bordieu mengenai pertentangan antara objektivisme 
dan subjektivisme dalam ilmu sosial. Ia menyebut dirinya sebagai 
strukturalisme konstruktivis, konstruktivisme strukturalis. Menjelaskan 
mengenai relasi antara keduanya. Bordieu menitikberatkannya pada praktik. 
Inti karya Bordieu dan inti upayanya untuk menjembatani subjektivisme dan 
objektivisme, terletak dalam konsepnya tentang habitus dan lingkungan ( 
Aldridge, 1998 dikutip Ritzer, George,Goodman, 2003).  
1) Habitus  
Habitus merupakan internalisasi struktur terhadap agen dan 
eksternalisasi agen terhadap struktur (dunia sosial). Habitus diperoleh 
sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial di duduki. 
Struktur mental agen atau struktur kognitifnya dipengaruhi oleh kondisi sosial 
dan pengalamannya, akan tetapi meski habitus merupakan hasil tindakan 
yang diciptakan melalui dunia sosial, habitus juga diciptakan melalui tindakan 
agen.  
Secara sederhana, dapat dikatakan habitus menghasilkan dan dihasilkan 
oleh dunia sosial. Terjadi hubungan dialektik antara agen dan struktur. 
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Habitus sebagai kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dan merupakan 
proses internalisasi aktor (agen) terhadap dunia sosial, juga dapat 
mempengaruhi dunia sosial melalui pengalaman-pengalaman sadar yang 
telah terbentuk. Habitus dianggap sebagai deep structure.  
“ habitus adalah struktur yang menstuktur (structuring 
structure) ; artinya, habitus adalah sebuah struktur 
yang menstruktur kehidupan sosial. Di lain pihak, 
struktur yang distrukturisasi oleh dunia sosial” ( 
Ritzer, George ; Goodman, 2008 : 523).  
 
Kleden (Adib, Muhammad, 2012) menarik tujuh elemen penting tentang 
habitus, yakni : (1) produk sejarah, (2) lahir dari kondisi sosial tertentu 
(Strukutur yang distrukturkan), (3) Disposi struktur ini berfungsi sebagai 
kerangkan untuk menghasilkan persepsi/makna/tindakan seseorang 
(structuring-structures), (4) bersifat transpasable atau dapat dialihkan ke 
kondisi sosial yang lain, (5) Bersifat pra-sadar (preconsiusness) , tetapi 
bukanlah tindakan mekanistis karena melibatkan sejarah, (6) bersifat teratur 
dan berpola, tetapi bukan merupakan ketundukan akan peraturan tertentu, 
(7) habitus dapat terarah pada tujuan dan tindakan hasil tertentu,tetapi tanpa 
ada maksud secara sadar untuk mencapai hasil tersebut. 
―In short, habitus is not a scientific concept but a folk 
concept with a fancy name – a concept without 
content that might equally well be translated as 
character or personality.‖  (Buroway, Michael, 2012 
:204) 
 
2) Ranah/arena (field) dan Menguatnya Peranan  
40 
 
Bordieu melihat arena sebagai sebuah arena pertarungan. Lingkungan 
(arena) adalah arena kekuatan sebagai upaya perjuangan untuk 
memperebutkan sumber daya atau modal dan juga untuk memperoleh akses 
tertentu terhadap kekuasaan yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Ranah 
(arena) juga sejenis pasar kompetisi dimana berbagai jenis modal (ekonomi, 
kultur,sosial,simbolik) digunakan dan disebarkan. Lingkungan juga adalah 
lingkungan politik (kekuasaan) yang sangat penting ; hierarki hubungan 
kekuasaan di dalam lingkungan politik membantu menara semua lingkungan 
yang lain.  Field (Champ) didefinisikan bordieu sebagai setting stuktur sosial 
dan melalui ini habitus dapat beroperasi.  
Field dapat dibayangkan sebagai ruang struktur yang disusun /diorganisir 
maupun mengorganisir jenis modal (capital) atau kombinasi berbagai capital. 
Fields tersusun secara hierarkis, agen dan institusi menempati posisi-posisi 
dominan dan subordinat, tergantung pada seberapa banyak sumberdaya 
yang dimiliki suatu posisi dibanding lainnya.  
―fields denote arena of production, circulation, and 
appropiatetion of good, service, knowledge, or status, 
and competitive positions held by actors in their 
struggle to accumulate and monopolize these 
different kinds of capital. Fields may be thought of as 
sturctuer spaces that are organized around spesific 
types of capital or combination of capital‖. ( Swartz, 
David, 1997 :117) 
 
Ringkasnya, gagasan ini mengatakan bahwa lingkungan memengaruhi 
(internalisasi) nilai ke dalam individu. Kemudian pemikirian individu yang 
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telah terinternalisasi oleh lingkungan mencoba memengaruhi lingkungannya 
secara bertimbal balik. Pola ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang 
(tetapi tentu dengan variasi pemikiran yang acapkali baru/berbeda) peran 
(harus) tidak lagi diamati melulu dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat 
yang dibatinkan (habitus). Dengan demikian, perubahan politik dan sosial 
dipahami sebagai pertemuan antara upaya diri dan tindakan kolektif.  
Praktik sosial merupakan integrasi antara habitus dikalikan modal dan 
ditambahkan ranah. Modal merupakan sebuah konsentrasi kekuatan spesifik 
yang beroperasi dalam ranah dan setiap ranah menuntut individu agar dapat 
hidup secara proporsional dan bertahan di dalamnya. Mereka yang memiliki 
modal dan habitus yang sama dengan kebanyakan individu akan lebih 
mampu melakukan tindakan mempertahankan atau mengubah struktur 
dibanding mereka yang tidak memiliki modal. ( Adib, Muhammad : 2012). 
Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis 
modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal 
bersifat dapat ditukar.  
 
 
Bentuk dominasi harus mendapatkan pengakuan atau diterima sebagai 
legitimasi. Kuasa simbolik, merupakan kuasa yang mendesak kelompok 
yang dikuasai agar menerima ideologi yang ditanamkan agar menjadi 
 
[ (Habitus) (capital) ] + field = practice 
 
 Bagan 2 Keterkaitan antara modal (capital), habitus, dan ranah (field). 
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legitimate dengan “menyembunyikan” hubungan kekuasaan yang mendasari 
kekuasaannya. Melalui kuasa simbolik, kekuasaan politik memiliki 
kemampuan tidak dapat dikenali (misrecognition) bentuk aslinya.  
Salah dikenali (misrecognized) merupakan salah satu syarat terjadinya 
kuasa symbolik, maka pengklasifikasian atau pendefinisian konsep ini 
menjadi penting. Misrecognition (salah pengenalan/ pengakuan) adalah 
hubungan struktural yang lebih umum daripada contoh misrecognized. 
Kuasa symbolik adalah hubungan struktural dan sekaligus non struktural.   
Agen (aktor) dalam penguasaan jumlah modal yang banyak cenderung 
mempertahankan kuasa atau dominasinya karena modal yang dimilikinya. 
Pihak dominan ini dapat mempertahankan kuasa melalui modal yang dimiliki 
dengan jalan penggunaan otoritas yang mereka miliki, menjalin relasi, 
komunikasi yang halus, disalah kenali (misrecognized) dalam persepsinya 
terhadap objek yang mereka peran (subordinate).  
Bagian ini sepenuhnya mencoba melihat bagaimana bentuk peranan dan 
menguatnya peranan (kuasa) Keluarga Masdar Pasmar di Kabupaten 
Polewali Mandar berdasar pada sumberdaya yang mereka miliki. Penulis 
menjelaskan di bagian awal mengenai pertentangan antara sturuktur dan 
agensi dalam ilmu sosial agar terlihat secara runut mengenai logika berpikir 
Bordieu mengenai bentukan realitas sosial yang mengantarkan pemikirannya 
mengenai pertentangan kelas dan kuasa symbolis.  
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Bagian latar belakang awal dan penjelasan sebelumnya mengenai type 
birokrasi pemerintahan yang membahas mengenai pertentangan antara 
kultur dan struktur lahirnya birokrasi. Melalui modal kultural,sosial, dan 
symbolik yang berkaitan erat dengan habitus (tatanan kultur atau budaya 
aparatur birokrasi), penulis mencoba menjawab mengenai pertanyaan 
penelitian paparan sebelumnya. Kuasa symbolik Keluarga Masdar Pasmar 
yang telah membatin (habitus) dalam tatanan birokrasi juga menjadi 
perhatian utama bagaimana dari Keluarga Masdar Pasmarmampu 
memelihara kuasa.  
Melalui konsep-konsep pemikiran Bordieu, penulis akan coba melihat 
bagaimana praktik bentuk peran dan menguatnya peranan yang terbangun 
atas beberapa modal yang dimiliki oleh satu kelompok (Keluarga Masdar 
Pasmar) yang dipraxiskan dalam birokrasi pemerintahan. Melalui konsep 
habitus yang melibatkan keterkaitan antara struktur mentalitas agen dalam 
struktur (dunia sosial) dan sebaliknya, penulis akan coba melihat bagaimana 
praktik bentuk peran dan menguatnya peran dapat diterima dan terpelihara di 
tataran birokrasi dan dalam tindakan praxis (habitus) yang membatin.  
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Penjelasan :  
Bagan diatas berangkat dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian penulis. Desentralisasi politik dapat dimaknai 
sebagai pendelegasian tugas dan wewenang kepada birokrasi pemerintahan daerah untuk mengurus daerahnya secara 
otonom, memiliki keterkaitan dengan menguatnya peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam politik pemerintahan di lokal 
Polewali Mandar. Menjawab apa faktor penyebab menguatnya peranan dan bagaimana peranan tersebut dapat bertahan kurun 
tiga pemilihan kepala daerah, penulis mengurai mengenai sumberdaya (modal) dan birokrasi pemerintahan sebagai pemelihara 
sekaligus arena dalam menguatkan peranan.   
 
KEBIJAKAN  DESENTRALISASI POLITIK  
Bagan Kerangka Pikir 
BIROKRASI PEMERINTAHAN PERANAN KELUARGA 
MASDAR PASMAR  
MODAL SYMBOLIK 
MODAL KULTURAL 
MODAL SOSIAL 
MODAL EKONOMI 
SUMBERDAYA (MODAL) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lingkup dan Lokasi penelitian  
Peneiltian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar dikhususkan 
pada birokrasi pemerintahan.  
3.2 Jenis Penelitian  
Dasar penelitian ini adalah observasi melalui wawancara dengan 
pertanyaan terbuka yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari 
informan atau menemukan ruang lingkup dan fokus persoalan tertentu. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan penelitian secara eksploratif/eksploratory. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau 
isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian 
lanjutan. Penelitian eksploratory pada umumnya dilaksanakan untuk 
menjawab pertanyaan ”Apa (what)” (Apa sesungguhnya fenomena sosial 
tersebut?). Penelitian jenis ini juga biasa disebut penelitian bersifat 
menjelajah, Tan (Silalahi Ulber, 2009) mengemukakan penelitian jenis ini 
bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, 
atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu, dengan maksud untuk 
merumuskan masalahnya secara lebih terperinci atau untuk 
mengembangkan hipotesis. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau 
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lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui pendekatan 
eksploratif-kualitatif ini peneliti berusaha untuk menggali, mengembangkan 
dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan topik 
penelitian.  
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
1) Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang 
dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. 
2) Interview atau wawancara mendalam (in depth interview) yaitu 
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk 
menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek 
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Wawancara 
mendalam didasarkan pada sebuah panduan wawancara, 
pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk 
memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang setengah 
terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka digunakan agar 
informan berbicara panjang lebar mengenai satu topik, jenis 
wawancara ini biasanya dilakukan dengan sedikit informan saja. 
Wawancara grup terfokus juga dapat digunakan untuk memahami isu-
isu dan menguatkan data, keunggulan utama wawancara grup 
terfokus dibanding wawancara individu adalah informan berinteraksi 
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berkaitan tema tertentu. Transkrip wawancara merupakan data yang 
dianalisis dan diintrepretasi (Marsh, 2011: : 240-241)  
 Informan Penelitian 
Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan 
informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan 
adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 
dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2006: 132). 
Informan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
1. Keluarga Masdar Pasmar yang terlibat aktif dalam politik 
pemerintahan :  dikhususkan pada birokrasi pemerintahan di 
Kabupaten Polewali Mandar.  
2. Birokrat Pemerintahan : dikhususkan yang memahami mengenai topik 
penelitian. 
3. Akademisi/Pemerhati Politik Lokal 
4. Tokoh Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar 
5. Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar 
6. Pimpinan/anggota Partai Politik di Kabupaten Polewali Mandar 
7. KPUD/Anggota ad hoc Panwaslu Pemilukada terakhir 
8. Lembaga Swadaya Masyarakat 
 
Klasifikasi dari informan dilakukan dengan berangkat dari metode 
penelitian dan teori yang digunakan peneliti, Purposeful sample4  digunakan 
untuk memilih dan memilah informan yang dianggap memadai untuk 
                                            
4
Sampling purposeful digunakan dalam penelitian kualitatif, peneliti memilih individu-individu 
dan tempat untuk diteliti karena mereka dapat secara spesifik memberi pemahaman tentang 
problem riset dan fenomena dalam studi tersebut.( Cresswel, John : 217)  
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menjelaskan dan memberikan informasi dari pengalaman mereka mengenai 
topik penelitian yang diangkat. Sampling snowball5  juga digunakan untuk 
menambah informasi mengenai topik penelitian. 
3) Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris 
yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen 
yang dimaksud berupa rekapitulasi suara pemilu, dokumen tertulis, 
laporan penelitian, liputan media yang merupakan dokumen penting 
untuk memperkaya data yang dikumpulkan. 
3.4 Analisis data  
Penulis menggambarkan topik penelitian dengan argumen dan 
memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui 
observasi dan wawancara mendalam. Data dan informasi tersebut dianalisa 
secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah terlebih 
dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian akan dilakukan penarikan 
kesimpulan secara induktif. 
Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses 
pengumpulan data berlangsung. Analisa data dilakukan melalui tiga alur, 
yakni: (1) reduksi data. Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, 
pemfokusan, penyederhanaan pengabstraksian data dari transkrip 
wawancara, proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan 
sekitar sebulan, dimulai dengan membuat kategorisasi, memusatkan tema 
                                            
5
 Memilah informan berdasarkan saran dari informan sebelumnya yang telah diwawancara. 
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dan menentukan batas-batas permasalahan., (2) sajian data, Bentuk 
penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif 
adalah teks  yang bersifat naratif. Melalui penyajian-penyajian ini, peneliti 
akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan (3) penarikan 
kesimpulan. Pengumpulan data di awal penelitian, peneliti sudah mencoba 
memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan mulai melakukan 
pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur 
sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-
temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan 
akhir. Verifikasi data dilakukan dengan metode triangulasi dan konfirmability.  
Penelitian kualitatif senyatanya tidak berupaya untuk mencari kebenaran 
melainkan lebih pada pemahaman seubyek terhadap dunia sekitarnya, juga 
berupaya untuk memperdalam mengenai isu atau kasus tertentu. Metode 
eksploratory digunakan dengan penjajakan isu awal, dan lebih memperdalam 
lagi dengan wawancara mendalam dan melengkapi data primer dengan data 
sekunder. (Sugiyono : 2011) 
 
3.5. Definisi Operasional  
1. Desentralisasi politik  
Desentralisasi politik yang dimaksud konteks penelitian ini ialah 
penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom yang  
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tercermin dengan adanya pemilihan kepala daerah secara demokratis oleh 
daerah (baik melalui DPRD maupun Rakyat).  
2. Keluarga Masdar Pasmar 
Keluarga Masdar Pasmar yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah 
segenap jaringan keluarga yang masih memiliki hubungan darah dan 
hubungan terikat yang didasarkan pada perkawian dan hubungan 
kekerabatan dengan Keluarga Masdar PasmarPasmar yang terlibat aktif 
dalam birokrasi pemerintahan, (Birokrat di tingkat Satuan Kerja Perangkat 
Daerah).  
3. Peranan  
Peranan dalam kajian ini dimaknai sebagai pelaksanaan tugas dan 
wewenang yang dilegitimasi secara legal-formal dalam birokrasi 
pemerintahan. Kajian ini mencoba untuk melihat dan menganalisis mengenai 
peranan keluarga-keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan, 
dan bagaimana peranan tersebut dapat menjalankan dan memelihara 
kekuasaan.  
4. Modal  
Modal atau Sumberdaya  dalam konteks ini merupakan modal yang 
digunakan oleh aktor dalam mendapatkan dan mempertahankan dominasi. 
Modal ini terjabarkan berupa :  
a. modal ekonomi berupa kepemilikan pribadi ; kekayaan properti, uang 
dan investasi. 
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b. modal kultural berupa disposisi (kecenderungan, tendensi, niat)  tahan 
lama yang diperoleh dalam tatanan keluarga mengenai politik 
pemerintahan.  
c. modal sosial berupa jaringan kelompok, keluarga,dan berhubungan 
dengan modal lain yang telah berlangsung lama.  
d. modal symbolik yang merupakan akumulasi dari berbagai modal, 
dapat berupa prestise. 
 
5. Birokrasi Pemerintahan 
Birokrasi pemerintahan yang dimaksud dalam kajian ini segenap Institusi 
formal yang merupakan bentukan dari pemerintah sebagai pelayan publik ; 
dispesifikkan dalam tingkatan SKPD, dan dispefisikkan dalam pengisian 
struktur jabatan eselon II dan eselon III (pejabat pembina madya dan pejabat 
pembina pratama).  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a) Peran atau peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi 
pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam aspek-aspek kuasa 
yang dimainkan. Visible power dapat dilhat dari peranan yang 
diperoleh berdasar pada status dan posisi dalam birokrasi 
pemerintahan dan terlembagakan secara legal-formal. Invisible 
power dapat diperhatikan dari internalisasi aparat birokrasi 
pemerintahan yang mengatakan biya-wiya keluarga ini memang 
cukup lama terlibat dalam birokrasi pemerintahan.  
b) Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan dalam modal-
modal berupa modal ekonomi yang dapat dilihat dalam 
kepemilikan tambak, tanah, dan Stasiun Pengisian Bahan bakar 
Umum (SPBU). Modal Sosial terjabarkan dalam jaringan keluarga 
besar, orang mandar menyebutnya dengan to marappang, dan 
jaringan keluarga ini memiliki posisi-posisi strategis dalam birokrasi 
pemerintahan, jaringan partai politik Golkar dan organisasi sosial 
pramuka. Modal Kultural terjabarkan dalam disposisi (tendensi, 
kecenderungan),keterlibatan keluarga besar dalam politik 
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pemerintahan berdasar sosio-historis. Kepemilikan modal-modal 
ini kemudian bertransformasi menjadi modal symbolik yang 
berperan dalam meningkatkan prestise dari tiap anggota keluarga. 
Modal sosial (modal jaringan partai politik, organisasi sosial, dan 
jaringan keluarga) merupakan modal yang paling dominan untuk 
mempertahankan kekuasaan dan menguatkan peranan yang 
dimiliki oleh keluarga ini. Menguatnya peranan keluarga ini 
menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polewali Mandar 
menjadi birokrasi dengan corak patrimonial.   
5.2. Saran 
 
 Berdasar penelitian yang dilakukan dengan menganalisa fenomena 
hadirnya “keluarga” ini dalam birokrasi pemerintahan dengan metode 
penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus eksploratory, penulis 
memiliki sumbang saran bagi segenap stake holder, Pejabat pembina 
kepegawaian, Pejabat yang berwenang, LSM, Mahasiswa, dan DPRD agar 
lebih memperhatikan mengenai berjalannya penerapan Undang Undang 
Aparatur Sipil Negara yang terbaru. Semoga penelitian ini dapat “melecut” 
kesadaran segenap pembaca mengenai menggejala atau hadirnya 
fenomena politik kekerabatan.  
.  Agenda riset selanjutnya bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan riset 
serupa ialah ialah dari aspek desentralisasi fiskal daerah terhadap 
menguatnya gejala atau fenomena semacam politik kekerabatan ini. 
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Akuntabilitas dan pelayanan dalam hal desentralisasi fiskal menjadi salah 
satu issu yang juga menarik dalam pandangan penulis. Aspek lain yang 
menarik untuk dikaji ialah aspek layanan publik dalam hal layanan dasar 
semisal pendidikan dan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat selama 
periode menggejalanya politik kekerabatan semacam ini. 
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Lampiran 
 
Tabel 10 
Jabatan Eselon II dan III Keluarga-Keluarga Masdar Pasmar dalam Birokrasi Pemerintahan. 
 
Nama Karier di birokrasi pemerintahan Tahun 
Andi Ali Baal Masdar 
PasmarPasmar 
 
1. CPNS/PNS Kab.Polmas  
2. Kasi Litbang Bappeda Polmas  
3. Camat Tapango,  
4. Sekretarsi Bappedalda Kab. Polmas  
5. Bupati polewali mandar  
6. Bupati polewali mandar 
 
1984 
1996 – 2000 
2000-2002 
2002-2004 
2004-2008 
2009-2014 
 
Andi ibrahim Masdar 
Pasmarpasmar 
Bupati kabupaten polewali mandar 2014 – 2019 
 
 
 
No Nama 
Pendidikan terakhir 
Karier di birokrasi 
pemerintahan / catatan mutasi 
jabatan 
Jabatan 
Eselon / TMT 
Hubungan 
kekerabatan 
Institusi Jurusan 
 
1  
 
Ir. Andi ismail 
AM.MP 
 
Universit
as 
hasanud
 
Sistem 
pertanian 
konsentr
 
1. Ka. Seksi pengembangan 
hutan rakyat  
 
 
IV.b / 15-09-1999 
 
 
 
Sepupu dari Masdar 
PasmarPasmar / 
Paman dari Andi 
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din  asi 
kehutana
n  
2. Ka. Subdin rehabilitasi dan 
pembinaan lahan 
 
3. Pj. Ka Subdin pembinaan 
dan rehabilitasi lahan 
 
4. Ka. Bagian tata usaha 
 
5. Plh ka. dinas  
 
6. Pj. Ka dinas 
 
7. Ka. Dinas kehutanan dan 
perkebunan 
 
8. Ka. Badan 
 
9. Asisten Pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat  
 
10. Sekretaris daerah kab. 
Polman    
 
III.a / 30-12-2000  
 
 
III.a / 17-04-2001 
 
 
III.a / 01-03-2005 
 
II.b / 01-02-2005 
  
II.b / 07-09-2005 
 
II.b / 30-01-2006 
 
 
II.b / 18-08-2010 
 
II.b / 07-02-2012 
 
 
II.a / 08-10-2012  
Ibrahim MP dan Ali 
Baal MP  
 
2 
 
Andi Parial 
Patajangi, SH  
 
Unisma 
Malang  
 
Hukum  
 
1. Pj. Kasi Pembangunan 
 
2. Pj. Sekretaris kecamatan  
 
3. Sekretaris Kecamatan  
 
4. Pj. Camat  
 
5. Camat  
 
6. Sekretaris  
 
IV.b / 07-03-2002 
 
IV.a / 03-08-2002 
 
IV.a / 09-02-2004  
 
III.b / 02-06-2004 
 
III.a / 24-01-2006 
 
III.a / 08-10-2008  
 
Kemanakan dari 
Masdar 
PasmarPasmar, 
ayahnya bersaudara 
dengan istri Masdar 
Pasmarpasmar 
suriani pasilong / 
Sepupu dengan Andi 
Ibrahim MP dan Ali 
Baal MP 
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7. Ka. Kantor 
 
8. Ka. Dinas   
 
9. Ka. Badan Pemberdayaan 
Pemerintahan dan 
Masyarakat Desa 
 
10. Ka. Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga 
 
III.a / 10-03-2009 
 
II.b / 01-02-2010 
 
07-02-2012 
 
 
 
01-09-2014 
3  Andi Nursami 
Masdar 
PasmarPasmar 
S.E 
Universit
as 
muslim 
indonesi
a  
Ekonomi  1. Ka. Sub seksi akomodasi  
 
2. Kasi Pengembangan 
Pelestarian dan 
Sumberdaya daerah  
 
3. Kasi Pembinaan Seni 
Budaya 
 
4. Ka. Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 
V.b / 30-12-1996 
 
IV.a / 30-12-2000 
 
 
 
IV.a / 01-01-2007 
 
II.b /12-07-2013 
Anak Masdar 
PasmarPasmar/ 
Saudara dengan 
Andi Ali Baal MP & 
Andi Ibrahim MP  
 
4   
 
Ahmad 
saifuddin S.H 
MM 
 
Patri Arta 
Makassa
r  
 
Manajem
en 
Sumber 
daya 
Manusia  
 
1. Pj Sekretaris Kelurahan  
 
2. Pj. Lurah Pelitakan  
 
3. Pj. Camat Tapango  
 
4. Camat Tapango  
 
5. Ka. Satuan Polisi Pamong 
Praja 
 
6. Ka. Dinas  
 
V.b / 28-05-2001 
 
IV.a / 05-04-2002 
 
III.a / 30-01-2006 
 
III.a / 20-10-2008 
 
IV.a / 25-03-2009 
 
 
II.b / 16-11-2010 
 
Masih memiliki 
hubungan darah / 
Sepupu Andi Ali Baal 
MP & Andi Ibrahim 
MP.  
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7. Ka. Dinas Sosnakertrans 
 
8. Ka. Dinas Kelautan dan 
Perikanan 
 
II.b / 15-06-2012 
 
II.b / 01-09-2014 
 
5 
 
Drg. Nurwan Katta  
 
Universitas 
Hasanuddin 
 
Kedokteran 
Gigi  
 
1. Ka. Puskesmas 
Tinambung 
  
2. Ka. Subdin Bina 
Kesehatan Keluarga 
 
3. Ka. Subdin Bina 
Pelayanan dan 
Penyuluhan 
 
4. Ka. Bidang Pelayanan 
Kesehatan dan  Farmasi 
 
5. Direktur RSUD Polewali 
Mandar  
 
6. Kadis Kesehatan  
 
 
IV.a / 20-11-2000 
 
 
 
III.a / 23-12-2000 
 
 
III.a / 09-06-2014 
 
 
III.a / 06-02-2006 
 
III.a / 2010 
 
 
 
II.b / 12-02-2013 
 
Masih memiliki 
hubungan 
kekerabatan/ 
memiliki hubungan 
darah dengan Andi 
Bau Ruskati, Istri Ali 
Baal Masdar 
PasmarPasmar 
(anak dari Masdar 
PasmarPasmar). 
 
6 
 
HM Suaib 
Nawawi  
 
Universit
as 
Hasanud
din  
 
Epidemio
logi 
 
- Sekretaris Dinas 
Kesehatan 
 
III.a / 12-02-2013 
Sepupu dari Masdar 
PasmarPasmar / 
Paman dari Andi Ali 
Baal MP & Andi 
Ibrahim MP 
 
7 
 
M Yusuf SH 
MM  
 
STIE 
PATRIA 
ARTHA  
 
Manajem
en SDM  
 
1. Sekcam 
2. Camat Tapango  
3. Camat Matakali  
4. Camat Tinambung 
 
 
IV.a  
III.b 
III.b 
III.a / 25-01-2006 
 
 
Masih memiliki 
hubungan 
kekerabatan / paman 
dari Andi Ali Baal MP 
& Andi Ibrahim MP 
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5. Ka. Bag Pemerintahan 
 
6. Sekretaris Sosial  
 
7. Staf Ahli bupati bidang 
hukum dan politik  
 
8. Ka. Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan 
Informatika 
 
III.a  
 
III.a / 25-03-2012 
 
II.b / 12-02-2013 
 
 
II.b / 01-09-2014 
 
8 
 
Drs. H. 
Arifuddin M.Pd  
 
IKIP 
 
Manajem
en 
Pendidik
an 
 
1. Ka. Bidang Olahraga 
 
2. Sekretaris  
 
3. Ka. Bagian kesra 
 
4. Ka. Dinas pendidikan 
pemuda dan olahraga 
 
5. Ka. Badan kepegawaian 
dan diklat daerah  
 
III.a / 03-02-2006 
 
III.a / 20-10-2008 
 
III.a / 16-01-2009 
 
II.b / 25-03-2009 
 
 
II.b / 01-09-2014 
 
Masih memiliki 
hubungan 
kekerabatan / paman 
Andi Ali Baal MP & 
Andi Ibrahim MP  
 
9 
 
Hj. Sakinah 
S.Sos, M.Si  
 
STIA 
YAPPAN 
JAKART
A  
 
Administr
asi 
Publik 
 
1. Ka. Sub Seksi 
Pemerintahan Umum 
 
2. Pj. Ka. Seksi 
Pemerintahan 
 
3. Sekretaris Camat  
 
4. Camat Matakali  
 
5. Ka. Kantor Perpustakaan 
 
V.b / 15-12-1994 
 
 
IV.a / 13-03-2001 
 
 
IV.a /12-06-2002 
 
III.a / 25-01-2006 
 
III.a / 20-10-2008 
 
Masih memiliki 
hubungan 
kekerabatan / 
beberapa informan 
menyebut sepupu 
dengan Andi Ali Baal 
MP 
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dan Arsip Daerah  
 
6. Camat wonomulyo  
 
7. Ka. Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa  
 
 
III.a / 25-03-2009 
 
II.b / 01-09-2014 
 
10 
 
Baharuddin 
Patajangi  
 
STIA 
LAN 
Makassa
r  
 
Manajem
en 
Administr
asi 
Publik 
 
1. Kasi Pembangunan  
 
2. Kasubag Rumah Tangga 
 
3. Lurah Pappang 
 
4. Sekretaris  
 
5. Ka. Bidang Pemerintahan 
Desa  
 
IV.b / 06-02-2006 
 
IV.a / 16-01-2009 
 
IV.a /16-09-2009 
 
III.b / 12-07-2013 
 
III.b / 01-09-2014 
 
Kemanakan dari 
Masdar 
PasmarPasmar, 
ayahnya bersaudara 
dengan istri Masdar 
Pasmarpasmar 
suriani pasilong / 
Sepupu dengan Andi 
Ali Baal MP & Andi 
Ibrahim MP /  
 
11 
 
Andi Himawan 
Jasin S.T  
 
Universit
as WR 
Supratm
an  
 
Tehnik  
 
1. KaSub. Bidang Penelitian 
dan Pengembangan 
Bappeda  
 
2. Kabid. Penelitian & 
Statistik Bappeda 
 
 
IV.a 
 
 
 
 
III.b / 2013 
Masih memiliki 
hubungan 
kekerabatan / 
sepupu dari Andi Ali 
Baal MP & Andi 
Ibrahim MP 
 
12 
 
Aco Djamil 
Andi Muchtar, 
S.KM, M.Si   
 
STIA 
Yappan 
Jakarta 
 
Administr
asi 
Publik 
 
1. Ka. UPTD  
 
2. Kabid Perencanaan dan 
Pembangunan 
 
IV.a / 06-02-2006 
 
III.b / 01-02-2010 
 
Masih memiliki 
hubungan 
kekerabatan.  
 
13 
 
Andi Masri 
Masdar 
PasmarPasmar  
   
1. Sekretaris lurah  
 
2. Lurah polewali  
 
IV.b / 17-09-2009 
 
IV.a / 16-11-2010 
 
Anak dari Masdar 
PasmarPasmar 
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3. Kabid PLS Disdikpora 
 
4. Ka. Bagian Administrasi 
Pemerintahan Umum 
Sekretrariat daerah Kab. 
Polman  
 
III.a / 12-02-2013 
2016  
Data diperoleh dari situs bkdd polewali mandar : simpeg.polman.id dan hasil wawancara
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List Informan  
1. Ali Baal Masdar  
(Mantan Bupati Polewali Mandar dua periode, terlibat cukup lama 
dalam birokrasi pemerintahan)  
 
2. Aco Musaddad 
( akademisi / aparat birokrasi pemerintahan / penulis buku ali baal 
pemimpin visioner)  
 
3. Andi Nursami Masdar PasmarPasmar  
( Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Polman )  
 
4. Drs.Muhiddin Muchtar 
(Kader partai Golkar / Mantan anggota DPRD / anggota KNPI ) 
 
5. Ahmad Syaifuddin  
( Ka. Dinas Kelautan dan Perikanan Polman) 
6. Hamzah Haya  
(ketua Pramuka kwarcab sulbar/ ketua DPRD Polman / cukup lama 
mengenal Masdar PasmarPasmar)  
 
7. Ir. Fariduddin, M.Si  
(Ketua komisi IV DPRD Polman / anggota DPRD 2 periode )  
 
8. S  
(KPUD Polman / anggota ad Hoc Panwaslu 2 pemilukada  
 
9. Rahmat dan A.I 
( aparat birokrasi disbudpar Polman )  
 
10. A.J , A.H, R  
(aparat birokrasi pemerintahan Polman / berkarier 30 tahun di 
birokrasi pemerintahan )  
 
11. N.M  
(akademisi / aparat birokrasi pemerintahan Polman)  
 
12. F.S  
(ajudan Ali Baal Masdar Pasmar sewaktu jadi Bupati) 
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13. Andi Rasyid  
( LSM Lembaga Pengawasan Aparatur Sipil Negara / Wartawan / 
Pemerhati lingkungan )  
 
14. Syariat  
(Dosen ilmu-ilmu hukum dan Kewarganegaraan Unasman)  
 
15. A.L 
(Tokoh masyarakat / Mantan Anggota DPRD Polewali Mamasa)  
 
16. Nrd  
(akademisi/aparat birokrasi pemerintahan Polman) 
 
17. Naam  
(calon wakil ka.daerah 2013/ pensiunan aparat birokrasi pem/ 
pimpinan cabang partai idaman /Tokoh Masyarakat) 
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